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ABSTRACT 
Objective: This study aims to analyze the factors causing conflicts in the construction of 
houses of worship, specifically in the case of the Indonesian Baptist Church (GBI) Tlogosari, 
and to elaborate on the legal solutions to the issue. 
Methodology/Approach/Design: This research employs a socio-legal approach by collecting 
data through observations and in-depth interviews, primarily at the Indonesian Baptist 
Church Tlogosari and the Semarang City Government. 
Results and Discussion: The results of this legal study reveal that resolving the conflict over 
the construction of GBI Tlogosari requires collaboration from various parties, including local 
government, the Interfaith Harmony Forum (FKUB), the Legal Aid Institute (LBH), the church, 
and the local community. A wise, inclusive approach based on dialogue, tolerance, and 
respect for differences can resolve this conflict with a fair and harmonious solution for all 
parties involved. Thus, the Tlogosari area can achieve the peace and unity all desire. 
Practical Implications: This study has practical implications, particularly for the Semarang 
City Government, in facilitating dialogue between all parties involved in a democratic and 
tolerant manner to address the legal issue. 
Novelty/Value: This research offers a new perspective on resolving conflicts related to the 
construction of houses of worship, aiming to provide a more humanistic and democratic legal 
approach. 
 
ABSTRAK 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab konflik 
pembangunan rumah ibadah, utamanya pada kasus Gereja Baptis Indonesia Tlogosari 
berikut menguraikan solusi hukum atas permasalahan tersebut.  
Metodologi/Pendekatan/Desain: Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal dengan 
mengumpulkan data-data melalui observasi sampai dengan wawancara mendalam, 
utamanya di Gereja Baptis Indonesia Tlogosari dan Pemerintah Kotas Semarang. 
Hasil dan Pembahasan: Hasil dari penulisan hukum ini memunculkan suatu pembahasan 
bahwa penyelesaian konflik pembangunan GBI Tlogosari membutuhkan kerjasama dari 
berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, FKUB, LBH, pihak gereja, dan masyarakat 
setempat. Dengan pendekatan yang bijaksana, inklusif, dan berbasis pada dialog, toleransi, 
dan menghargai perbedaan, konflik ini dapat diatasi dengan solusi yang adil dan harmonis 
bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, wilayah Tlogosari dapat mencapai 
kedamaian dan kebersamaan yang diinginkan oleh semua pihak. 
Dampak Praktis: penelitian ini berdampak secara praktis utamanya bagi pemerintah kota 
Semarang untuk dapat mendudukan semua pihak yang terlibat agar mampu menjalin dialog 
yang demokratis dan penuh toleransi untuk menghadapi permasalahan hukum tersebut. 
Kebaruan/Nilai: penelitian ini memberikan pandangan baru dalam upaya penyelesaian 
konflik pembangunan rumah ibadah, semata-mata untuk memberikan ranah hukum 
pendekatan yang lebih humanis dan demokratis. 
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PENDAHULUAN  
Konflik pembangunan rumah ibadah merupakan salah satu bentuk konflik sosial 
yang terjadi di Indonesia. Konflik ini seringkali terjadi ketika ada rencana 
pembangunan rumah ibadah yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat 
sekitar atau mengancam nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat 
setempat. Sebagai negara yang memiliki keragaman agama, Indonesia sering 
menghadapi permasalahan terkait dengan konflik pembangunan rumah ibadah, 
baik di kota maupun di pedesaan (Nugroho ,2021). 

Salah satu latar belakang terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah adalah 
perbedaan agama dan keyakinan. Perbedaan agama dan keyakinan sering menjadi 
penyebab utama terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah. Hal ini terjadi 
karena masing-masing kelompok agama merasa bahwa rumah ibadah mereka lebih 
penting dibandingkan rumah ibadah kelompok lain. Misalnya, ketika umat Islam 
merasa terancam dengan adanya rencana pembangunan gereja di dekat lingkungan 
mereka, atau ketika umat Kristen merasa keberatan dengan adanya rencana 
pembangunan masjid di dekat gereja mereka. 

Konflik kepentingan juga bisa menjadi penyebab terjadinya konflik pembangunan 
rumah ibadah. Konflik kepentingan terjadi ketika ada pihak yang merasa dirugikan 
dengan adanya rencana pembangunan rumah ibadah. Misalnya, ketika ada 
rencana pembangunan rumah ibadah di suatu area yang sebelumnya digunakan 
untuk kegiatan komersial, maka pemilik usaha tersebut bisa merasa dirugikan dan 
melakukan perlawanan terhadap rencana pembangunan tersebut. Selain itu, 
konflik kepentingan juga bisa terjadi antara pihak pemerintah dan masyarakat. 
Misalnya, ketika pemerintah ingin membangun rumah ibadah di suatu area yang 
sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk pembangunan rumah ibadah, 
namun pemerintah tetap memaksakan kehendaknya untuk membangun rumah 
ibadah tersebut. 

Konflik ruang juga sering menjadi penyebab terjadinya konflik pembangunan 
rumah ibadah. Konflik ruang terkait dengan adanya persaingan penggunaan lahan 
antara kelompok masyarakat atau dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan 
lahan tersebut. Misalnya, ketika ada rencana pembangunan rumah ibadah di suatu 
lahan yang sebenarnya sudah dikuasai oleh kelompok masyarakat atau pihak lain, 
maka masyarakat atau pihak tersebut bisa merasa dirugikan dan melakukan 
perlawanan terhadap rencana pembangunan rumah ibadah tersebut. 

Selain faktor-faktor di atas, adanya ketidakpercayaan dan ketidakpastian antara 
masyarakat dan pihak-pihak terkait juga bisa memicu terjadinya konflik 
pembangunan rumah ibadah. Misalnya, ketika pihak yang berwenang tidak 
memberikan informasi yang cukup terkait dengan rencana pembangunan rumah 
ibadah, masyarakat bisa merasa tidak percaya dan merasa bahwa ada sesuatu yang 
disembunyikan. Hal ini bisa memunculkan ketidakpastian dan kekhawatiran 
masyarakat terhadap rencana pembangunan rumah ibadah tersebut1. 

Selain faktor-faktor di atas, adanya faktor politik dan ekonomi juga bisa memicu 
terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah. Misalnya, ketika suatu kelompok 
politik ingin mendapatkan dukungan dari kelompok agama tertentu, maka mereka 
bisa menggunakan rencana pembangunan rumah ibadah sebagai alat untuk 
memperoleh dukungan tersebut. Selain itu, konflik ekonomi juga bisa terjadi ketika 

 
1 Ibid 
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ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan rencana pembangunan rumah ibadah 
untuk kepentingan ekonomi mereka. 

Selain itu, faktor historis dan budaya juga bisa mempengaruhi terjadinya konflik 
pembangunan rumah ibadah. Misalnya, ketika suatu area memiliki sejarah yang 
sensitif atau memiliki nilai-nilai budaya yang kuat, maka rencana pembangunan 
rumah ibadah di area tersebut bisa memicu konflik yang serius. Hal ini terjadi 
karena masyarakat setempat merasa bahwa rencana pembangunan rumah ibadah 
tersebut bisa merusak nilai-nilai budaya dan sejarah yang mereka miliki. 

Konflik pembangunan rumah ibadah seringkali sulit dihindari karena melibatkan 
kepentingan yang kompleks dari berbagai pihak yang berbeda. Namun, konflik ini 
bisa diatasi dengan cara yang tepat dan bijaksana. Salah satu cara untuk 
mengatasi konflik pembangunan rumah ibadah adalah dengan memberikan 
informasi yang jelas dan terbuka terkait dengan rencana pembangunan tersebut 
kepada masyarakat setempat. Dengan memberikan informasi yang jelas dan 
terbuka, masyarakat bisa merasa lebih percaya dan memahami rencana 
pembangunan tersebut (Arifiansyah, 2018). 

Dalam analisis kasus ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, 
terdapat konflik antara sekelompok warga dengan pihak Gereja Baptis Indonesia 
(GBI) Tlogosari Semarang terkait pembangunan gereja yang diduga menyalahi Ijin 
Mendirikan Bangunan (IMB). Konflik ini terjadi karena sekelompok warga merasa 
tidak setuju dengan perubahan desain yang dilakukan oleh pihak GBI Tlogosari. 

Kedua, tokoh masyarakat sekitar, Nur Azis, menyebut bahwa pembangunan GBI 
Tlogosari tidak sesuai dengan IMB dan bahkan terdapat pemalsuan tanda tangan 
terkait penggalangan dukungan yang dilakukan oleh pihak GBI Tlogosari. Hal ini 
menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku terkait 
pembangunan rumah ibadah. 

Ketiga, terdapat aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok warga di depan Balai 
Kota Semarang, yang dipandang oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang 
sebagai tindakan intoleran. Aksi protes tersebut dapat menimbulkan konflik sosial 
yang lebih besar jika tidak diatasi dengan baik. 

Berdasarkan hal di atas, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam 
melaksanakan tugas dan wcwenangnya mempunyai kewajiban memelihara 
ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, Menteri Agama dan Menteri 
Dalam Negeri mengeluarkan SKB nomor 01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang 
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan 
Kelancaran Pclaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluknya. 
Makanya pada tanggal 21 Maret 2006 telah di terbitkan Peraturan Bersama Menteri 
Agarna dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dengan nomor 8 tahun 2006 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Bila 
dilihat dari pertimbangan dasar Iahirnya Peraturan Bersama ini adalah: bahwa hak 
beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun; bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadah menurut 
agamanya; bahwa negara meniamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu; bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha 
penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pcmeluk-pemeluknya, 
sepanjang tidak bertentangan dcngan peraturan perundangundangan, tidak 
menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu kctcnteraman 
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dan ketertjban; bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan 
bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan aiaran 
agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib; bahwa arah 
kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain 
peningkatan kualitas pelayanan dan pcmahaman agama, kehidupan beragama, 
serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama; bahwa daerah 
dalarn rangka menyelenggarakan otonomi mempunyai kewajiban melaksanakan 
urusan waiib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta 
kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan 
nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa kerukunan 
umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional; dan bahwa 
kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan 
wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentcraman dan ketertiban 
masyarakat. 

Peraturan Bersama MENAG dan MENDAGRI ini menjelaskan bagaimana hubungan 
antara lembaga pemerintahan dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) 
dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 8 
dan 9 dimana FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh 
masyarakat dan di fasilitasi oleh pemerintah daerah. FKUB mempunyai tugas 
melakukan dialog dengan pemuka agama dari tokoh masyarakat menampung 
aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas 
keagamaan dan masyarakat dalam bcntuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan 
gubernur ataupun walikota dan bupati, serta melakukan sosialisasi peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan 
dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. 

Dengan demikian, dalam mengatasi konflik pembangunan rumah ibadah seperti 
kasus ini, perlu dilakukan upaya untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh 
semua pihak terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan dialog dan 
negosiasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, perlu juga 
dilakukan penegakan hukum secara adil dan transparan terhadap dugaan 
pelanggaran yang terjadi. 

Dalam konteks sosio-legal, perlu juga diperhatikan adanya aturan yang berlaku 
terkait pembangunan rumah ibadah. Aturan ini perlu dipahami oleh pihak-pihak 
yang terlibat dalam pembangunan rumah ibadah, sehingga terhindar dari 
terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, peran 
dari pihak pemerintah dalam memberikan informasi dan sosialisasi terkait aturan 
ini menjadi penting dalam mencegah terjadinya konflik pembangunan rumah 
ibadah. 

METODE PENELITIAN   
Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal. Dengan sudut pandang sosial, 
pendekatan sosio-legal dapat membantu untuk memahami mengapa terjadi 
pelarangan pendirian rumah ibadah dan bagaimana hal ini mempengaruhi 
masyarakat, terutama kelompok yang ingin mendirikan rumah ibadah. Pendekatan 
ini juga dapat membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, politik, dan 
budaya yang mempengaruhi keputusan pemerintah dalam membatasi pendirian 
rumah ibadah. 

Dari sudut pandang hukum, pendekatan sosiolegal dapat membantu untuk 
memahami landasan hukum yang digunakan pemerintah dalam melarang 
pendirian rumah ibadah. Sosio-legal dapat membantu untuk mengevaluasi apakah 
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kebijakan dan tindakan pemerintah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 
dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Selain itu, sosiolegal juga 
dapat membantu dalam mengidentifikasi alternatif solusi hukum yang dapat 
ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan sesuai dengan 
hukum yang berlaku. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pengurus 
Gereja Bethel Indonesia (GBI) Tlogosari Semarang, tokoh agama atau masyarakat 
dan FKUB, dan melakukan observasi di sekitar lokasi gereja untuk memahami 
kondisi sosial, politik, dan budaya yang mungkin mempengaruhi permasalahan 
konflik pembangunan rumah ibadah. Data yang digunakan sebagai data sekunder 
adalah Aturan hukum. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor Pemicu dan Dampak Terjadinya Konflik Pembangunan 
Rumah Ibadah Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari 

Faktor yang memicu terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah Gereja Bethel 
Indonesia (GBI) di Tlogosari memiliki keterkaitan yang signifikan dengan prinsip 
kebebasan memeluk agama. Konflik semacam ini sering kali timbul karena 
kompleksitas antara aspirasi masyarakat, kebebasan beragama, dan pertimbangan 
pembangunan. Hubungan antara faktor-faktor pemicu konflik dengan prinsip 
kebebasan memeluk agama adalah sebagai berikut: 

Salah satu faktor pemicu konflik dapat berasal dari perbedaan keyakinan agama 
antara pihak yang ingin membangun rumah ibadah dan masyarakat setempat. 
Ketika masyarakat memiliki keyakinan agama yang berbeda, terutama dalam 
konteks yang kurang toleran, hal ini dapat memunculkan ketegangan dan 
kekhawatiran terkait dengan perubahan lingkungan sosial atau lingkungan 
beragama yang mereka kenal. Dalam situasi ini, penting untuk diingat bahwa 
prinsip kebebasan memeluk agama menjamin hak setiap individu untuk 
menjalankan keyakinan agamanya tanpa rasa takut atau diskriminasi. 

Pertimbangan-pertimbangan pembangunan juga dapat menjadi faktor pemicu 
konflik, terutama jika lokasi yang dipilih untuk pembangunan rumah ibadah 
berdampak pada lingkungan fisik atau sosial masyarakat. Ketika keputusan 
pembangunan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan sensitif ini, konflik dapat 
muncul karena perasaan ketidakpuasan dan merasa diabaikan. Namun, dalam 
upaya mengatasi konflik semacam ini, perlu dipahami bahwa kebebasan memeluk 
agama juga termasuk hak untuk memiliki tempat ibadah yang sesuai dengan 
keyakinan. 

Dampak yang didapatkan dari aksi penolakan GBI Tlogosari yang pertama adalah 
Gangguan dalam Pembangunan: Aksi penolakan dan konflik yang terjadi telah 
mengganggu dan bahkan menghambat proses pembangunan GBI Tlogosari. Konflik 
ini menyebabkan situasi yang tegang dan ketidakpastian, yang bisa mempengaruhi 
kelancaran dan kesinambungan pembangunan fisik gereja. 

Kedua, Ketegangan dan Ketidakharmonisan Sosial: Aksi penolakan dan perbedaan 
pandangan antara pihak gereja dan masyarakat setempat menciptakan ketegangan 
dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi 
hubungan antarwarga dan kelompok agama, serta memperburuk iklim sosial di 
wilayah tersebut. 
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Ketiga, Dampak Psikologis pada Pihak Terlibat: Konflik ini dapat memiliki dampak 
psikologis pada pihak-pihak yang terlibat, termasuk jemaat dan pendeta GBI 
Tlogosari serta warga yang melakukan aksi penolakan. Perasaan stres, kecewa, 
marah, dan ketidakpastian yang muncul selama konflik dapat menyebabkan beban 
emosional dan mental bagi semua pihak yang terlibat. 

Keempat, Potensi Mencoreng Toleransi Antar Umat Beragama: Konflik ini memiliki 
potensi untuk mencoreng citra toleransi antar umat beragama di wilayah tersebut. 
Ketidaksepakatan dan perpecahan yang muncul dari aksi penolakan dapat 
menimbulkan kesan tentang superioritas dan sikap menindas dari satu golongan 
terhadap golongan lainnya, yang bertentangan dengan semangat toleransi dan 
keberagaman yang diharapkan dalam masyarakat. 

Terakhir, Ketidaktersediaan Tempat Ibadah untuk Jemaat Sekitar: Aksi penolakan 
dan ketegangan dalam proses perizinan dapat menyebabkan ketidaktersediaan 
tempat untuk ibadah bagi jemaat sekitar. Jika pembangunan GBI Tlogosari 
terhambat atau dihentikan karena konflik, maka jemaat di wilayah tersebut 
mungkin kesulitan untuk melakukan ibadah secara teratur dan tepat waktu. 

B. Solusi yang Tepat Untuk Mengatasi Konflik Pembangunan GBI 
Tlogosari 

Dalam upaya mengatasi konflik terkait pembangunan rumah ibadah yang timbul 
karena ketidakditerimaan dalam masyarakat sekitar, pemerintah dapat 
menerapkan sejumlah solusi alternatif yang bertujuan untuk meredam ketegangan, 
membangun pemahaman, dan mempromosikan kerukunan antaragama. 

Kategori pra-yuridis penyelesaian konflik ini mengarah pada pemikiran terhadap 
upaya penengahan, perdamaian, rekonsiliasi, atau pengajuan suatu pengaduan 
kepada sebuah komisi khusus pengaduan. Dalam konteks ini, solusi yang 
diusulkan oleh ketiga perspektif tersebut secara implisit mengaitkan kebebasan 
memeluk agama dengan prinsip-prinsip HAM. Penyelesaian konflik didasarkan 
pada pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk beragama dan 
beribadah sesuai dengan keyakinan mereka tanpa diskriminasi. Pendekatan dialog, 
toleransi, transparansi, dan peran pemerintah sebagai penengah adalah upaya 
untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan 
bersama dalam masyarakat yang beragam. Bahwa hak asasi manusia, terutama 
dalam konteks kebebasan beragama, menjadi pijakan utama dalam merumuskan 
solusi yang adil dan damai untuk konflik pembangunan GBI Tlogosari. 

Solusi yang diusulkan dalam pembahasan dapat dihubungkan dengan UU pasal 29 
ayat 1 dan 2: 

Pertama, Pendekatan Berlandaskan Dialog dan Toleransi (Pasal 29 Ayat 2): 
Pandangan bahwa solusi konflik pembangunan GBI Tlogosari harus didasarkan 
pada dialog dan toleransi sejalan dengan Pasal 29 Ayat 2. Ini menunjukkan bahwa 
setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan 
keyakinan masing-masing. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai HAM yang 
mengakui dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. 

Kedua, Perlindungan Hak Asasi Manusia (Pasal 29 Ayat 2): Pandangan bahwa 
pandeta GBI Tlogosari menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, 
terutama hak beragama dan beribadah, sejalan dengan Pasal 29 Ayat 2. Ini 
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menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat perlu memastikan bahwa hak-
hak individu dihormati dan dilindungi. 

Ketiga, Peran Pemerintah dan Kemenag (Pasal 29 Ayat 2): Solusi yang 
menggarisbawahi peran pemerintah dan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai 
fasilitator yang berkeadilan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 2. Hal ini mencerminkan 
tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap individu dapat beribadah 
sesuai dengan keyakinan mereka. 

KESIMPULAN  
Dalam menghadapi konflik pembangunan gereja, konsep pluralisme agama 
memiliki peranan yang penting. Pluralisme agama, yang mengajarkan penerimaan 
terhadap beragam keyakinan dan nilai spiritual di dalam masyarakat, dapat 
memberikan pandangan inklusif dalam meredam ketegangan. Dengan 
mengedepankan dialog terbuka dan pengertian antarpihak, konsep ini 
mempromosikan pemahaman bersama yang dapat mengurangi gesekan. 
Pentingnya mencari solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat 
tetap menjadi fokus utama. Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk 
masyarakat, pemimpin agama, dan pemerintah, dalam proses pengambilan 
keputusan dengan pendekatan dialog terbuka dan inklusif merupakan langkah 
yang sesuai dengan prinsip-prinsip pluralisme agama. Selain itu, evaluasi dampak 
lingkungan dan sosial yang komprehensif sebelum proses perizinan dapat 
membantu mengurangi dampak negatif dan mempertimbangkan kepentingan 
berbagai pihak. Dalam konflik pembangunan gereja, penting untuk menghormati 
hak setiap individu untuk beragama sesuai keyakinannya, dan menghindari 
diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Konsep pluralisme agama 
memberikan panduan dalam memperlakukan konflik ini dengan cara yang 
menguatkan nilai-nilai kebebasan beragama dan toleransi di tengah masyarakat 
yang beragam. Oleh karena itu, konflik semacam ini seharusnya menjadi peluang 
untuk membangun pemahaman bersama dan kerjasama antaragama, bukan 
untuk menimbulkan permusuhan. 

Aksi penolakan dan konflik yang terjadi telah mengganggu dan bahkan 
menghambat proses pembangunan GBI Tlogosari. Konflik ini menyebabkan situasi 
yang tegang dan ketidakpastian, yang bisa mempengaruhi kelancaran dan 
kesinambungan pembangunan fisik gereja. Aksi penolakan dan perbedaan 
pandangan antara pihak gereja dan masyarakat setempat menciptakan ketegangan 
dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi 
hubungan antarwarga dan kelompok agama, serta memperburuk iklim sosial di 
wilayah tersebut. Konflik ini dapat memiliki dampak psikologis pada pihak-pihak 
yang terlibat, termasuk jemaat dan pendeta GBI Tlogosari serta warga yang 
melakukan aksi penolakan. Perasaan stres, kecewa, marah, dan ketidakpastian 
yang muncul selama konflik dapat menyebabkan beban emosional dan mental bagi 
semua pihak yang terlibat. Konflik ini memiliki potensi untuk mencoreng citra 
toleransi antar umat beragama di wilayah tersebut. Ketidaksepakatan dan 
perpecahan yang muncul dari aksi penolakan dapat menimbulkan kesan tentang 
superioritas dan sikap menindas dari satu golongan terhadap golongan lainnya, 
yang bertentangan dengan semangat toleransi dan keberagaman yang diharapkan 
dalam masyarakat. Aksi penolakan dan ketegangan dalam proses perizinan dapat 
menyebabkan ketidaktersediaan tempat untuk ibadah bagi jemaat sekitar. Jika 
pembangunan GBI Tlogosari terhambat atau dihentikan karena konflik, maka 
jemaat di wilayah tersebut mungkin kesulitan untuk melakukan ibadah secara 
teratur dan tepat waktu 
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